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 A. M. FHARUQ FAHREZHA (B11113099), Tinjauan Hukum 
Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media 
Sosial Bigo Live. Dibawah bimbingan Winner Sitorus selaku Pembimbing 
I dan Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum 
terhadap penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live 
ketika pemutaran film di bioskop. Serta untuk mengetahui penggunaan 
layanan Broadcsting Live ketika pemutaran film di Bioskop dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinemtografi. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 
Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai 
aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, 
formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian ini juga 
menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan jenis dan 
sumber bahan hukum premier, bahan hokum sekunder, dan bahan non-
hukum. Serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan 
studi kepustakaan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan hukum 
terhadap penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live 
ketika pemutaran film di bioskop adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Serta penggunaan layanan 
Broadcasting Live ketika pemutaran film dibioskop dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, yang 
disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live telah melanggar hak 
moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur 






A. M. FHARUQ FAHREZHA (B11113099), Legal Review of 
Copyright Infringement On Bigo Live Social Media Application Users. 
Under the guidance of Winner Sitorus as Counselor I and Hasbir Paserangi 
as Supervisor II. 
This study aims to determine the legal arrangement of the use of Live 
Broadcasting service on Bigo Live application when movie screenings in 
cinemas. And to know the use of Broadcsting Live service when movie 
playback in Cinema can be categorized as copyright on film or 
cinematography. 
This research uses normative legal approach method. In the study of 
normative law, written law is examined from various aspects, philosophy, 
comparison, structure, consistency, explanation, formality and strength. The 
study also uses a statutory approach and the use of primary material types 
and sources, secondary legal materials, and non-legal materials. As well as 
using judicial techniques with literature studies. 
The results of this study indicate that the legal arrangement on the 
use of Live Broadcasting service in Bigo Live application when movie 
screening in cinema is Law Number 32 Year 2002 regarding Broadcasting 
and Law Number 11 Year 2008 About Electronic Transaction Information. 
As well as the use of Direct broadcast services when movie playback in a 
cinema can be categorized as copyrighted to a movie or cinematography, 
the usage of the Live Broadcasting service violates the moral rights and 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas 
kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum 
yang berlaku.1 Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak 
manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, 
desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan 
manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas. 
Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak 
kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa 
kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, 
dan lain-lain.  
Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang 
memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup 
pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau 
memberi izin untuk itu dalam bidang pengetehuan, kesenian, dan 
                                                          
1 Adrian Sutedi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, h.38 
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kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.2 Dalam dalam 
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.3  
Adapun ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra4 salah satunya adalah karya sinematografi. 
Dari karya sinematografi, terciptalah film. Film adalah karya seni budaya 
yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 
berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 
dipertujukkan.5 Film juga dikenal sebagai media penyimpan dari karya 
sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan 
benda dengan kamera, dan/atau oleh animasi 
Dalam perkembangan zaman, telah banyak film dibuat untuk dinikmati 
oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam hal pemutaran film, 
bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar setelah itu ketika masa 
pemutaran film telah selesai, televisi serta media-media lain yang 
mempunyai lisensi dari hak ekonomi telah dapat memutarkan film-film 
tersebut. Dalam hal pemutaran film, banyak juga oknum masyarakat yang 
                                                          
2 Munir Fuady, 2011,  Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.208 
3 Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta 
4 Lihat Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta 
5 Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman 
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memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan dengan melihat 
banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton langsung 
film di bioskop. Medio 2016, masyarakat Indonesia kembali disuguhkan 
lawakan-lawakan lawas nan kocak dari Warkop DKI di film Warkop DKI 
Reborn, yang berbeda dari film-film Warkop DKI sebelumnya, film tidak 
diperankan oleh pemeran asli dari grup Warkop DKI. Lebih enam juta 
penonton Indonesia, menonton film Warkop DKI Reborn, namun di minggu 
kedua penayangannya, di Jakarta terjadi aksi yang berpotensi pelanggaran 
hak cipta atas film oleh seorang oknum penonton. Uniknya, kejadian yang 
berpotensi pembajakan ini menggunakan aplikasi Bigo Live tidak seperti 
kejadian-kejadian pembajakan lainnya yang menggunakan media perekam. 
Dalam kejadian ini, aksi tersebut dilakukan melalui layanan Broadcasting 
Live dari aplikasi Bigo Live. Bigo Live merupakan aplikasi sosial media yang 
penggunanya dapat menyiarkan secara langsung aktivitas yang 
dilakukannya lewat fitur layanan Broadcasting Live. Dalam kasus ini, 
seorang penonton secara langsung menyiarkan film dengan aksi yang 
berpotensi pembajakan melalui aplikasi Bigo Live ini. 
Dari kasus di atas, dapat ditemukan isu hukum mengenai potensi 
pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi melalui penggunaan 
aplikasi media sosial Bigo Live dan penulis ingin melakukan sebuah 
penelitian serta kajian-kajian tentang potensi pelanggaran hak cipta pada 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang 
penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan 
Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di 
bioskop? 
2. Apakah penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran 
film di Bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta 
pada film atau sinematografi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang 
melandasi penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengguna layanan 
Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di 
bioskop. 
2. Untuk mengetahui penggunaan layanan Broadcasting Live ketika 
pemutaran film di Bioskop apakah dapat dikategori sebagai 






D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan  
Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang Hak Cipta 
b. Hasil Penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk 
penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya Hak Cipta Sinematografi. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi 
masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian 
mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta 
Sinematografi. 
b. Diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi 
pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 











A. Hak Kekayaan Intelektual 
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir 
otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 
manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak 
kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak 
dan hasil kerja rasio. 6 Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai 
intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut 
sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunkan rasio, mampu berpikir 
secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya 
disebut rasional dan logis.7 
Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (intellectual property 
rights) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum 
atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara 
mengenai intellectual property rights, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, 
kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat 
dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual 
merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir 
                                                          
6 H. OK. Saidin 2, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Rajawali Press, h.9 
7 Ibid, h.10 
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seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan 
lain-lain.8 
Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan 
untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, 
seperi gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai 
tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan 
perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat 
bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan 
menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau 
batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan 
intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah 
dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu. 9  
Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati 
secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.10 Hak yang berasal 
dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. 
Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran 
bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan 
pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini 
menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena 
manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka 
                                                          
8 Munir Fuady, Loc.cit 
9 Arthur Lewis, 2014, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Bandung: Nusa Media, hal.335 
10 Muhammad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus HAKI, Jakarta: Visi Media, h.7 
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mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah 
dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. 
 
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 
Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari 
benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata 
dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara 
kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda 
berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan 
benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdata. Untuk pasal ini, 
kemudian Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain 
dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak 
milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang 
dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil 
(stoffelijk voorwerp), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini 
sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, yaitu 
penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan 
benda tidak berwujud (tidak bertubuh).11  
Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah 
terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang 
menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda 
berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak 
                                                          
11 H. OK. Saidin 1, Op.cit, h.11 
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cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) 
dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam 
kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak 
tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam 
kategori benda materil (benda berwujud).12  
Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat 
dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:13 
1. Hak Cipta (Copy Rights) 
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 
Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, 
yaitu:14 
1. Hak Cipta dan 
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (neighbouring rights) 
Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi 
menjadi:15  
1. Paten 
2. Paten sederhana 
3. Desain industri 
4. Merek dagang dan nama dagang 
5. Sumber asal atau sebutan asal 
                                                          
12 H. OK. Saidin 1, Ibid, h.13 
13 Ibid 
14 H. OK. Saidin 2, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015, Jakarta: Rajawali Press, 
h.16 
15 Ibid, h.17 
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3. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual 
Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban 
Eropa. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana 
ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad 
pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang 
memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-
prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470, kalangan ilmuan di Eropa 
mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, 
Caxton, Archimedes, dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang 
menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi 
dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang 
besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, inilah 
perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual.16 
Oleh karena itu, sejarah hak kekayaan intelektual sama tuanya 
dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia 
dibangun berdasarkan berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari 
penalaran, kerja rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan 
karsa itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam 
wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan 
jaringan elektronika.17 
                                                          




Secara histroris, peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual di 
Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Burgerlijk Wetboek diberlakukan 
di wiliyah Hindia Belanda melalui Staatsblaad No. 23 tahun 1847 tentang 
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie dan dinyatakan berlaku pada tahun 
1848 bersamaan diberlakukannya Wetboek Van Koophandel pada tanggal 
1 Mei 1848. Mengikuti peraturan itu, tahun 1885 peraturan Merek 
diberlakukan Pemerintah Kolonial. Tahun 1912 memberlakukan peraturan 
tentang Paten, disusul oleh peraturan tentang Hak Cipta dua tahun 
kemudian. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang Hak 
Kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda tetap diberlakukan, 
sampai dengan Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah 
Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 aturan peralihan 
UUD 1945 menyatakan  semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih terus berlaku, sehingga 
ketentuan-ketentuan tentang Hak kekayaan Intelektual peninggalan 
Kolonial Belanda masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca kemerdekaan 
beberapa pengaturan tentang hak cipta, paten dan merek digantikan 
dengan Undang-Undang Produk Indonesia Merdeka.18  
Perkembangan kemajuan teknologi (teknologi informasi, elektronika, 
transportasi, perfilman, dan teknologi serat optik) juga membawa pengaruh 
dalam perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Hak 
Kekayaan Intelektual, sehingga perkembangan tersebut melahirkan 
                                                          
18 Ibid, h.32 
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bidang-bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual baru. Kemajuan teknologi 
micro chip atau semi konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain 
atas topogragi atau elektronika yang kemudian dikenal sebagai desain tata 
letak sirkut terpadu (intergrated circuits) yang pada gilirannya melahirkan 
instrumen pengaturan tersendiri yang di Indonesia dikenal dengan Undang-
Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, demikian juga kemajuan dalam 
bidang bioteknologi dan botani melahirkan instrumen hukum tersendiri 
tentang perlindungan varietas tanaman. 
 
B. Hak Cipta 
1. Pengertian Hak Cipta 
Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. 
pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti 
istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. 
Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda Auteurs Recht.19 
Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu 
memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak 
pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut 
pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih 
                                                          




luas, dan isitilah itu juga mencakup tentang karang mengarang.20 Lebih 
jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur: 
 
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai kententuan 
peraturan perundang-undangan.21 
 
Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan terhadap 
pengertian hak cipta.22 
Yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam Auteurswet 1912 diatur, 
“hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang 
mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan 
kesusasteraan, pengetauan dan kesenian, untuk mengumumkan dan 
memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang 
ditentukan oleh undang-undang.23 
Kedua, berdasarkan Universal Copyright Convention. Dalam Pasal V 
Universal Copyright Convention, diatur bahwa: “hak cipta meliputi hak 
tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk 
membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”24 
                                                          
20 H. OK. Saidin 2, Op..cit, h.199 
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 
butir 1 
22 H. OK. Saidin 2, Loc.cit, h.199 
23 BPHN, 1976, Seminar Hak Cipta, h.44 
24 BPHN, Ibid, h.45 
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Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga 
ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya 
memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus 
atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang 
boleh memanfaatkan hak tersebut keculai dengan izin pencipta.25 
Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau 
termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:26 
a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan 
apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya 
b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain 
(hak ekonomi) 
Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya sama yang 
diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu: 
a. Hak Moral 
Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan 
hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan 
menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan 
dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.27 
                                                          
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagian 
Penjelasan Pasal 2 
26 H. OK. Saidin, Op.cit, h.200 
27 S.M. Hutagalung, 2002, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, 
Jakarta: Akademika Pressindo, h.333 
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Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi 
hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap 
sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan 
penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral 
tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung 
antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya 
telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, 
sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka 
pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta 
supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. 
Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah 
moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, 
bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu 
telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak 
ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral 
sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak 
yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai 
hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.28 
Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta diatur bahwa:29 
 
                                                          
28 H. OK. Saidin, Op.cit, h.250 
29 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 
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Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak 
yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: 
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk 
umum; 
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam 
masyarakat; 
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, 
mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat 
merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 
 
Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau 
reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. 
Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral 
tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi 
dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama 
baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau 
penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup 
bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak 
yang berikut ini:30 
1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten 
supaya nama  pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada 
ciptaan dan penemuannya 
                                                          
30 Abdulkadir Muhammad, 2001, Op.cit, h.22 
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2. Hak untuk  tidak untuk melakukan perubahan pada ciptaan atau 
penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli 
warisnya 
3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada 
ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan 
dan kepatutan dalam masyarakat. 
b. Hak Ekonomi 
Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang 
bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-kepentingan 
yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu 
perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang 
merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-
ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentujnya 
tidak berwujud.31 
Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak 
keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur 
sacara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan 
atau dipindahkan itu sekaligus memberikanj jawaban atas kedudukan hak 
cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak 
kebendaan immateriil (benda tak berwujud).32 Dalam Undang-Undang No. 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau 
                                                          
31 S. M. Hutagalung, Op.cit, h.336 
32 Ibid, h.200 
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economy rigts. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.33 
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta diatur bahwa:34 
 
 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk 
melakukan: 
a. Penerbitan Ciptaan; 
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. Penerjemahan Ciptaan;  
d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian 
Ciptaan; 
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
f. Pertunjukan Ciptaan; 
g. Pengumuman Ciptaan; 
h. Komunikasi Ciptaan; dan 
i. Penyewaan Ciptaan. 
 
Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual 
dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika 
dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta  
adalah sebagai berikut:35 
1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau 
penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, 
hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan 
                                                          
33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8 
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 
35 Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual 
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menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, 
termasuk mengalihwujudkan ciptaan. 
2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke 
bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa 
lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama 
pertunjukan dijadikan drama radio. 
3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, 
penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan 
menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, 
sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau 
disewa oleh orang lain. 
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, 
mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, 
dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati 
 
2. Ruang Lingkup Hak Cipta 
a. Jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta 
Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil 
karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan 
hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secra khas 
sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.36 
                                                          
36 Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta 
Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di 
Indonesia, Jakarta: Rabbani Press, h.27 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang 
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian 
yang diekspresikan dalam bentuk nyata.37 
Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit 
dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian 
ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:38 
 
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 
hasil karya tulis lainnya; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantomim; 
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. karya seni terapan; 
h. karya arsitektur; 
i. peta; 
j. karya seni batik atau seni motif lain; 
k. karya fotografi; 
l. Potret; 
m. karya sinematografi; 
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
                                                          
37 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 
Angka 3 




o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli; 
r. permainan video; dan 
s. Program Komputer. 
 
Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan yang 
bersifat turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan 
dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh 
pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan 
kedalam bentuk berbeda.39 Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:40 
1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; 
2. Seni tari (koreografi) 
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni 
patung; 
4. Seni batik; 
5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan 
6. Karya arsitektur. 
                                                          
39 Yusran Isnaini, 2009, Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, h.29-30 
40 Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Op.cit, h.32 
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Ciptaan yang bersifat turunan derivatif adalah karya baru yang 
terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya.41 
Ciptaan turunan terdiri dari:42 
1. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, 
pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media 
radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video; 
2. Cermah, kuliah, pidato, dan sebagainya; 
3. Peta; 
4. Karya sinematografi; 
5. Karya rekaman suara atau bunyi; 
6. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai; 
7. Karya fotografi; dan 
8. Program komputer. 
Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:43 
 
a. Hasil rapat terbuka lembaga negara; 
b. Peraturan perundang-undangan; 
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 
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43 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 42 
23 
 
b. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta 
Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), 
(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
yaitu:44 
 
(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. 






e. Perjanjian tertulis; atau 
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia 
 
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta 
tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau 
akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki 
oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal 
dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat 
disita.45 
Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic principles) yang 
secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di 
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Ayat (1), (2), (3) 
45 S. M. Hutagaung, Op.cit, h.42 
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semua negara, baik  itu yang menganut Civil Law System maupun Common 
Law System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:46 
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 
Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan 
hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan 
dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat 
ditutunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip 
yang berada lebih rendah atau sub-principles, yaitu: 
a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) utuk dapat 
menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian 
sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu 
ciptaan. 
b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang 
bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk 
material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran 
belum merupakan suatu ciptaan. 
c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima 
hak untuk  mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal 
tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh 
melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang 
hak cipta. 
                                                          




2. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan eksis 
pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk 
yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu 
ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat 
diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak 
diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta. 
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh 
suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak 
diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta 
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum 
(legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari 
penguasaan fisik suatu ciptaan 
5. Hak cipta bukan hak mutlak. Hak cipta bukan merupakan suatu 
monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly terbatas. 
Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli 
penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu 
ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu 
dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, 
asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi 






3. Subjek Hak Cipta 
Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam 
hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi 
tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus 
mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada 
dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang 
pemilik hak cipta.47 
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-
sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan 
pribadi.48 
Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah orang yang 
namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada 
suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum 
ciptaan dan pengumuman resmi.49 
Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan terminologi antara 
pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta 
sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah 
dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak  
yang menerima hak tersebut secara sah.50 
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Perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta didasarkan pada 
ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda 
bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak 
lain. Pengalihan kepemilikan hak cipta ini dapat terjadi karena warisan, 
hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan 
oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai 
pemegang hak cipta. 
 
4. Hak Terkait 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur 
tentang neighboring rights dengan menggunakan istilah hak terkait. 
Undang-Undang ini merumuskan tentang hak terkait, yaitu hak yang 
berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku 
pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.51 Istilah 
neighboring rights dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual 
pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk 
istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang 
berhubungan dengan hak cipta, dan dalam Undang-Undang Hak Cipta 
                                                          




Indonesia menerjemahkannya dengan istilah yang berkaitan dengan hak 
cipta.52  
Tentang hak terkait ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 lebih 
tegas memberikan batasan. Seperti dimuat dalam Pasal 49, secara rinci di 
uraikan tentang ruang lingkup atau cakupan neighboring rights, yang 
meliputi: 
1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang 
orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau 
gambar dari pertunjukannya. 
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk 
memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya 
rekaman suara atau rekaman bunyi. 
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin 
atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memperbanya dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya 
melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem 
elektromagnetik lain. 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan neighboring rights meliputi: 
1. Hak pelaku pertunjukan terhadap penampilannya 
2. Hak produser rekaman tehadap rekaman yang dihasilkannya 
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3. Hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya 
Perlindungan neighboring rights selain diatur dalam Undang-Undang 
Hak Cipta Indonesia saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaedah 
hukum internaisonal, yaitu: 
1. Rome Convention for the Protection of Peformers, Producers of 
Phonograms and Broadcasting Organization (1961). 
2. Geneva Convention for the Protection of Producers of 
Phonograms Againts Unauthorized Duplication of Their 
Phonograms. 
3. Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme 
Carrying Signal Transmitted by Satelitte. 
Rome Convention (1961) secara khusus mengatur tentang 
perlindungan hukum neighboring rights, sedangkan konvensi Jenewa 
(Geneva Convention) mengatur tentang hak produser rekaman dan 
Brussels Convention menitkberatkan pada pengaturan tentang distribusi 
program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. 53 
 
5. Lisensi 
Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru 
dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia tahun 1997. 
Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-
undangan hak ciptan ya didasarkan pada kententuan Article 6 bis (1) 
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Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan 
pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana 
dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali 
diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan 
perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya.54 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau 
pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain 
berdasarkan perjanjian tertulis melaksanakan perbuatan hukum.55 Di 
samping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas 
hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat 
tentang lisensi wajib (compulsory license), yaitu lisensi yang mewajibkan 
kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan 
dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra 
yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan 
untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan 
penelitian dan pengembangan.56 
Lisensi wajib itu dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, 
ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada 
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menteri. Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
dapat: 
1. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri 
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara 
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; 
2. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk 
memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan 
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara 
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal 
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan 
sendiri; atau 
3. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau 
Penggandaan Ciptaan dalam hak Pemegang Hak Cipta tidak 
melaksanakan kewajiban57 
 
6. Sarana Kontrol Teknologi 
Instrumen hukum sarana kontrol teknologi yang dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentag Hak Cipta adalah media 
baru dalam instrumen hukum hak cipta. Sarana kontrol teknologi itu menjadi 
sangat penting karena hal ini berhubungan dengan aspek pendaftaran, 
pencatatan, dan pengamanan hak cipta serta digunakan sebagai pelindung 
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ciptaan atau produk hak terkait. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta 
memberi penegasan agar setiap orang tidak melakukan pengerusakan, 
pemusnahan, penghilangan, agar tidak membuat tidak berfungsi sarana 
kontrol teknologi, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 
negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, atau diperjanjikan oleh pencipta dengan pihak lain terkait.58 
Sarana kontrol teknologi atas ciptaan atau produk hak cipta terkait 
untuk penyimpan data yang berbasis teknologi wajib memenuhi aturan 
perizinan dan persyaratan produksi yang akan ditetapkan oleh instansi yang 
memiliki kewenangan untuk itu. Sarana kontrol teknologi tentu saja 
dimaksudkan untuk memudahkan pendataan atas produk hak cipta, baik 
produk atas ciptaan maupun atas produk hak cipta terkait. Sering kali 
persoalan yang dihadapi adalah lemahnya sistem pendataan terhadap 
karya cipta karena hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif 
yang menyebabkan banyak karya-karya cipta itu sesungguhnya tidak 
didaftarkan di kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah 
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.59 
 
C. Sosial Media 
Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology: The 
New Media in Society, mengungkapkan bahwa dalam hubungan 
                                                          




komunikasi di masyarakat, dikenal empat era komunikasi, yaitu era tulis, 
era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media komunikasi 
interaktif. Dalam era terakhir media komunikasi interaktif dikenal media 
komputer, videotext dan teletext, teleconferencing, dan lain-lain.60 
Sementara itu, Sayling Wen dalam bukunya Future of the Media, melihat 
media dalam konteks yang lebih luas, tidak saja melihat konsep komunikasi 
antarpribadi, namun juga melihat media sebagai medium penyimpanan dan 
medium informasi. Media hubungan antarpribadi yang dimaksud oleh 
Sayling Wen adalah suara, grafik, teks, musik, animasi, video. Sedangkan, 
media penyimpanan adalah buku, kamera, alat perekam kaset, kamera film, 
alat perekam video, dan optical disk. Selain media penyimpanan, 
masyarakat juga mengenal media transmisi tradisional. Salah satu metode 
transmisi tradisional di zaman dahulu adalah pengiriman lewat hewan-
hewan. Misalnya, mengirimkan seekor burung merpati untuk 
menyampaikan surat. Dengan mengeksploitasi kepekaan burung merpati 
akan arah, pesan-pesan dapat dikirimkan dari satu orang kepada orang 
lainnya. Di Tiongkok zaman dulu, sistem pos berkuda dieksploitasi untuk 
mengirimkan pesan-pesan jarak jauh dan baru seratus atau dua ratus tahun 
yang lalu manusia berhasil menemukan segala jenis teknologi transmisi.61 
Transmisi media modern bisa dibagi menjadi tiga kategori, pertama 
adalah komunikasi, transmisi dari orang ke orang, dimana baik pengirim 
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maupun penerima membayangkan pihak yang spesifik. Kedua adalah 
penyiaran adalah transmisi dari satu orang ke banyak orang. Ketiga adalah 
jaringan, yang berkembang kurang dari 20 tahun, adalah transmisi dari 
banyak orang ke banyak orang. Lebih spesifik tentang kategori jaringan, 
transmisi kategori jaringan juga mencakup transmisi dari satu orang ke 
orang lainnya dan dari satu orang ke banyak orang. Sejauh ini, jaringan 
yang digunakan banyak orang adalah internet. Teknologi internet ber-
bandwith lebar dan layanan video atas permintaan (video-on-demand atau 
VOD) telah berkembang pesat dan produk-produk canggih dari transmisi 
seperti ini adalah internet lebar nirkabel dan telepon video bergerak.62 
Perkembagan internet membuat kemampuan dan diversifikasi teknologi 
media komputer juga dikembangkan pada berbagai  jaringan telpon seluler 
dengan konsep open access, perkembangan ini membuat lahirnya sosial 
media. 
Media sosial adalah teknologi komputer-dimediasi yang 
memungkinkan menciptakan dan berbagi informasi, ide, kepentingan karir 
dan bentuk-bentuk ekspresi melalui komunitas virtual dan jaringan.63  
Merriam-Webster mendefinisikan media sosial adalah bentuk komunikasi 
elektronik (seperti situs Web) di mana orang menciptakan komunitas online 
untuk berbagi informasi, ide, pesan pribadi, dan lain-lain.64 
Ada beberapa fitur umum media sosial, yaitu:65 
                                                          






1. Media sosial adalah jejaring internet 2.0 yang berbasis aplikasi. 
2. Sumber dari sosial media meliputi, konten yang dibuat pengguna, 
pesan teks atau komentar, foto digital atau video, data yang 
dihasilkan melalui semua interaksi online. 
3. Pengguna membuat profil khusus layanan untuk situs web atau 
aplikasi yang dirancang dan dipelihara oleh organisasi media 
sosial. 
4. Memfasilitasi pengembangan jaringan sosial online dengan 
menghubungkan profil pengguna dengan orang-orang dari individu 
dan/atau kelompok lain. 
Media sosial memperkenalkan perubahan substansial dan meresap 
ke komunikasi antara individu, masyarakat, organisasi dan perusahaan.  
Media sosial dibandingkan dari media sosial tradisional (media massa atau 
media elektronik) seperti koran atau siaran televisi yang sangat berbeda 
dalam segi kualitas, daya jangkau, frekuensi, aksesibilitas, kegunaan, 
immediacy, dan permanen. Media sosial beroperasi dalam sistem transmisi 
dialogis (dari berbagai banyak sumber untuk penerima yang dalam jumlah 
banyak), hal ini berbeda dengan media tradisional yang beroperasi di 
bawah model transmisi monologis (satu sumber untuk penerima dalam 
jumlah banyak).66 




Istilah media sosial biasanya digunakan untuk menggambarkan situs 
jejaring sosial seperti:67 
1. Facebook, situs jejaring sosial online yang memungkinkan pengguna 
untuk membuat profil pribadi mereka, berbagi foto dan video, dan 
berkomunikasi dengan pengguna lain. 
2. Twitter, sebuah layanan internet yang memungkinkan pengguna 
untuk mengirim “tweet” untuk pengikut mereka untuk melihat update 
secara real-time. 
3. LinkedIn, sebuah situs jaringan untuk komunitas bisnis yang 
memungkinkan pengguna untuk membuat profil profesional, 
memasang resume (curriculum vitae), dan berkomunikasi dengan 
profesional lain dan pencari kerja. 
4. Pinterest, sebuah komunitas online yang memungkinkan pengguna 
untuk menampilkan foto dari barang yang ditemukan di web dengan 
“pinning” mereka dan berbagai ide dengan orang lain. 
5. Snapchat, sebuah aplikasi pada perangkat seluler yang 
memungkinkan pengguna untuk mengirim dan berbagi foto dan 
cuplikan video dari diri mereka dalam melakukan kegiatan sehari-
hari dari pengguna aplikasi tersebut. 
Teknologi media sosial juga tersedia dalam bentuk, blog, jaringan 
bisnis, perusahaan jaringan sosial, forum, microblogs, produk/jasa ulasan, 




bookmark social, game social online, jaringan sosial, berbagi foto dan video, 
dan dunia maya.68 
Media sosial seluler mengacu pada penggunaan media sosial di 
perangkat mobile seperti smartphone dan komputer tablet, ini adalah 
sekelompok aplikasi seluler marketing yang memungkinkan penciptaan, 
pertukaran, dan sirkulasi konten yang dibuat pengguna.69 Pada 
penggunaannya media sosial dijalankan pada perangkat seluler dan hal ini 
membuat media sosial berbeda dari media sosial tradisional dengan 
memasukkan faktor-faktor baru seperti pendeteksi lokasi pengguna 
(sensitivitas lokasi) atau waktu tunda antara mengirim dan menerima pesan 
(kepekaan waktu). Menurut Anderas Kaplan, aplikasi media sosial seluler 
dapat dibedakan antara empat jenis:70 
1. Space-timers (sensitivitas lokasi dan waktu), pertukaran dengan 
relevansi sebagaian besar untuk satu lokasi tertentu pada satu titik 
waktu tertentu (misalnya: Facebook Places, Foursquare). 
2. Space-locators (hanya sensitivitas lokasi), pertukaran pesan dengan 
relevansi untuk satu lokasi tertentu yang ditandai ke tempat tertentu 
dan kemudian dilihat atau dibaca oleh orang lain (misalnya: Path, 
Tumblr, Fishbrain). 
3. Quick-timers (hanya sensitivitas waktu), perubahan wujud media 
sosial tradisional menjadi perangkat aplikasi seluler untuk 






meningkatkan immediacy (misalnya: memasang pesan Twitter atau 
memperbaharui status Facebook). 
4. Slow-timers (tidak bersensitivitas pada lokasi dan waktu), perubahan 
wujud media sosial tradisional menjadi perangkat aplikasi seluler 
(misalnya menonton video Youtube atau membaca/mengedit artikel 
Wikipedia). 
Bigo Live adalah live video streaming social network atau aplikasi 
sosial media yang dimana penggunanya dapat menyiarkan aktivitas sehari-
hari dengan secara langsung. Bigo Live juga merupakan aplikasi berjenis 
quick-timers, dengan wujud yang real-time live broadcasting social 
network.71 Bigo Live juga merupakan aplikasi yang dapat membuat 
pengguannya bisa mendapatkan uang, yaitu dengan cara Live Broadcaster 
memiliki banyak penonton, jika para penonton memberikan Gift (istilah 
pemberian hadiah melalui ikon di aplikasi) maka akan diakumulasikan 
dalam bentuk Diamond. Minimal Diamond sudah terkumpul 6.700 maka 
Broadcaster (penyiar) akan mendapatkan uang sekitar dua juta Rupiah dari 




                                                          








A. Tipe Penelitian 
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 
dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum 
(data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang 
ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.73 
Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari 
berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, 
penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. 
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah 
benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. 
Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya 
akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang-
undangan, asas-asas dan doktrin hukum.74 Penelitian normatif ini hanya 
berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas dan kaidah menegenai 
penyiaran, infromasi transaksi elektronik, dan kekayaan intelektual saja, 
                                                          
73 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan 
Singkat, Jakarta: Rajawali Press, h.25 
74 Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.26 
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tidak sampai pada perilaku manusia (aspek sosiologis) yang menerapkan 
peraturan tersebut. 
Hasil yang diharapkan dari penelitian normatif adalah menentukan 
hubungan dan status para pihak dalam sebuah peristiwa hukum 
memberikan justifikasi, meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem 
norma terhadap, norma dasar, asas-asas, doktrin serta peraturan, 
perundang-undangan yang berlaku dan akan berlaku.75 
 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Undang-Undang 
Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan 
untuk mempelajari dan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian 
antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 
antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau 
antara regulasi  dan undang-undang.76 
2. Pendekatan Konseptual 
Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, penulis 
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akan menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang 
relevan dengan isu yang dihadapi untuk kemudian membangun 
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.77 
 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari studi:78 
1. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh 
negara lain dan bahan-bahan internasional.79 Bahan hukum 
primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa: 
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
Transaksi Elektronik 
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
e. Yurisprudensi yang ada hubungannya dengan masalah 
pelanggaran hak cipta. 
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat 
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisa dan memahami bahan hukum primier, terdiri dari 
buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah 
lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini. 
3. Bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan informasi dan 
penjelesan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang 
berupa wawancara kepada praktisi serta akademisi yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu mencari 
landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca 
buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum 
ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya 
yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.80 
Tujuan dari studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan 
permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka 
merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai 
data sekuder.81 Bahan hukum (data sekunder) mempunyai ruang lingkup 
                                                          





yang sangat luas, melingkupi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen 
resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum memiliki 
kekuatan mengikat, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas 
yang bersifat trial and error. 
 
E. Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis 
kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang 
ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik 
kesimpulan. 
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara 
kualitatif untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan 
masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat 
yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan 













A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Layanan Broadcasting 
Live pada Aplikasi Bigo Live Ketika Pemutaran Film di Bioskop 
 
Broadcasting Live merupakan fitur layanan yang memungkinkan 
pengguna menyiarkan secara langsung aktivitasnya sehari-hari yang 
berbasis pada aplikasi media sosial Bigo Live. Melihat dari definisi 
tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Transaksi Elektronik diambil sebagai produk hukum yang menyangkut 
tentang penyiaran dan media sosial. 
1. Pengaturan Hukum Mengenai Broadcasting Live ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak ada aturan 
terperinci mengenai layanan penyiaran berbasis aplikasi media sosial 
seluler. Namun dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal 
yang terkait dengan penyiaran. Pada Pasal 1 butir 1 dan butir 2 diatur 
bahwa:82 
 
1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk 
suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk 
grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, 
yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 
                                                          
82 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 1 
butir 1 dan butir 2 
45 
 
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui 
sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut 
atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi 
radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat 
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 
dengan perangkat penerima siaran. 
 
Pada Pasal 1 butir 1 dan 2 diatur mengenai siaran dan penyiaran, 
dimana memenuhi dari penjelasan tersebut siaran melalui 
Broadcasting Live dapat dikatakan sebagai sebuah siaran. Namun 
jika melihat pengertian dari penyiaran, siaran melalui Broadcasting 
Live tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyiaran karena 
kegiatan siaran dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh 
masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jika dilihat, siaran 
melalui Broadcasting Live tidak diterima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat, melainkan hanya dapat diterima oleh 
pengguna Bigo Live itupun juga tidak dapat diterima secara serentak 
dan bersamaan oleh pengguna Bigo Live dikarenakan juga apabila  
pengguna Bigo Live yang menampilkan aktivitas dalam akunnya di 
aplikasi Bigo Live, diperlukan akun lainnya untuk menambahkan atau 
mengikuti akun yang menampilkan aktivitas siaran tersebut. 
 
Selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (1) diatur bahwa:83 
Jasa penyiaran terdiri atas: 
a. Jasa penyiaran radio; dan 
b. Jasa penyiaran televisi 
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Berdasarkan pada Pasal 13 Ayat (1), hanya penyiaran melalui radio 
dan televisi yang diatur oleh undang-undang. Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 diatur bahwa, penyiaran radio adalah 
media komunikasi massa dengar yang menyalurkan informasi dalam 
bentuk suara dan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa 
dengar pandang yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara 
dan gambar.84 Sedangkan penyiaran melalui media sosial tidak 
dapat dikatakan sebagai jasa penyiaran dalam masyarakat dan juga 
prinsip dari sosial media bukan sebagai jasa penyiaran melainkan 
sebagai media komunikasi antar individu. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Prof. Judhariksawan yaitu Dosen Hukum 
Penyiaran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara spesifik 
dinyatakan bahwa siaran Bigo Live lebih tepat dikatakan 
menampilkan siaran bukan menyiarkan siaran karena aktivitas 
penyiarannya dilakukan bukan pada televisi dan radio melainkan 
media sosial.85 Beliau menambahkan bahwa, jika melihat dari definisi 
penyiaran yang ada pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 Tentang Penyiaran, aktivitas yang ditampilkan oleh 
pengguna aplikasi Bigo Live dapat memenuhi kriteria penyiaran 
namun dalam Undang-Undang Penyiaran itu sendiri yang 
membatasi penyiaran hanya pada televisi dan radio dan juga belum 
                                                          
84 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 1 
butir 3 dan 4 
85 Hasil wawancara dengan Prof. Judhariksawan, Dosen Hukum Penyiaran Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, tanggal 27 April 2017 
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dikenalnya media sosial seperti Bigo Live ketika pembuatan undang-
undang ini sebagaimana media sosial yang berprinsip bukan sebagai 
jasa penyiaran yang menjadi alasan belum diaturnya mengenai 
penyiaran berbasis aplikasi media internet.86 
 
2. Pengaturan hukum mengenai Broadcasting Live ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Transaksi Elektronik. (Sebagaimana yang telah diubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Transaksi Elektronik) 
 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Transaksi Elektronik, merupakan produk hukum yang mengatur 
mengenai teknologi infomasi transaksi elektronik apabila melihat 
pada aplikasi sosial media Bigo Live tentunya berkaitan tentang 
teknologi informasi transaksi elektronik. Dalam hasil wawancara, 
Bapak Denden yaitu pegawai Bagian Hukum Direktorat Jenderal 
Aplikasi Dan Informatika menyatakan bahwa, untuk Indonesia 
pengaturan mengenai sosial media pada umumnya dan layanan 
Broadcasting Live di aplikasi Bigo Live pada khususnya masih diatur 
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Transaksi Elektronik, namun belum diatur secara spesifik mengenai 
sosial media. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal 




yang mengatur terkait bentuk-bentuk komponen sistem dari aplikasi 
sosial media Bigo Live.87 Pada pasal 1 butir 1 diatur bahwa:88 
 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange 
(EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
 
Dalam pasal ini, siaran dari Broadcasting Live dapat dikategorikan 
sebagai informasi elektronik yang berupa data elektronik, karena 
pada siaran dari Broadcasting Live terdapat tulisan, suara, gambar, 
tanda, angka, dan simbol seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 
undang-undang nomor 11 tahun 2008. Lebih jelas Bapak Denden 
menyatakan bahwa, siaran dari Broadcasting Live yang 
dikategorikan sebagai informasi elektronik disederhanakan oleh 
beliau dengan kata konten. Beliau juga menjelaskan konten yang 
dimaksud bukan berasal atau dibuat oleh Bigo Live, melainkan 
berasal dari pengguna Bigo Live, sebab Bigo Live adalah aplikasi 
berjenis User Generate Content (UGC).89  
 
                                                          
87 Hasil wawancara dengan Denden, Pegawai Bagian Hukum Direktorat Jenderal Aplikasi 
Dan Informatika, tanggal 11 Juli 2017 
88 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi 
Elektronik, Pasal 1 butir 1 
89 Hasil wawancara dengan Denden, Loc.cit 
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Selanjutnya, pada Pasal 1 butir 3 diatur bahwa:90 
 
Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, 
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, 
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 
 
Dari penjelasan di atas, penyiaran melalui Broadcasting Live dapat 
dikategorikan sebagai teknologi informasi karena penyiaran melalui 
Broadcasting Live umumya pengguna layanan Broadcasting Live 
mengumumkan dan menyebarkan siaran yang sebelumnya sudah 
dikategorikan sebagai informasi elektronik. Pada umumnya teknologi 
informasi merupakan teknik dasar dari sebuah aplikasi, tidak tertutup 
hanya pada aplikasi sosial media melainkan juga pada aplikasi-
aplikasi jenis lainnya. Karena pada dasarnya sebuah aplikasi dibuat 
bertujuan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 
informasi ataupun konten dari aplikasi. Selanjutnya pada Pasal 1 
butir 5 diatur:91 
 
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur 
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi 
Elektronik. 
 
                                                          
90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Loc.cit, 
Pasal 1 butir 3 
91 Ibid, Pasal 1 butir 5 
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Melihat pengaturan diatas, serangkaian perangkat dan prosedur 
elektronik dapat disederhanakan dalam bentuk kata aplikasi. Fungsi 
dari sistem elektronik yang diatur pada pasal diatas juga dapat 
diartikan sebagai rangkaian teknologi informasi. Bigo Live dapat 
dikatakan sebuah sistem elektronik, sebab Bigo Live merupakan 
sebuah aplikasi sosial media. Fungsi dari Bigo Live yaitu 
mempersiapkan, mengumpulkan, menampilkan, mengumumkan 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan siaran dari layanan 
Broadcasting Live. Hal yang senada yang dikatakan oleh Bapak 
Denden, beliau menyatakan Bigo Live merupakan Sistem Elektronik 
yang berfungsi menampilkan, mengumumkan, dan menyebarkan 
konten dari Bigo Live.92 Konten yang dimaksud yaitu siaran dari 
layanan Broadcasting Live pada Bigo Live. Selanjutnya pada Pasal 
1 butir 6a diatur bahwa: 
 
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, 
penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang 
menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem 
Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya 
dan/atau keperluan pihak lain. 
 
Jika sebelumnya telah dibahas mengenai sistem elektronik, sebelum 
adanya sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik 
merupakan pembuat dari sistem elektronik tersebut. Hal senada 
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dikatakan Bapak Denden yang menyatakan bahwa, sistem elektronik 
tentunya membutuhkan sebuah penyelenggaraan sistem elektronik, 
sistem elektronik yang dimaksud adalah sebuah aplikasi dan 
penyelenggaran sistem elektronik merupakan pembuat dari aplikasi 
tersebut. Khusus pada Bigo Live yang merupakan sistem elektronik, 
penyelenggara dari Bigo Live yaitu yaitu Bigo Technology PTE. LTD. 
yang selanjutnya disebut Bigo Technology. Bigo Technology 
merupakan badan usaha swasta yang berbasis di Singapura dan 
merupakan perusahaan teknologi yang mengkhusukan diri pada 
layanan aplikasi sosial media Bigo Live. Kemudian, pada Pasal 1 
butir 2 diatur bahwa:93 
 
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau 
media elektronik lainnya. 
 
Berdasarkan pengaturan di atas, penggunaan layanan Broadcasting 
Live dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena segala 
layanan Broadcasting Live memanfaatkan jaringan media elektronik, 
yang dimana selanjutnya akan menimbulkan akibat hukum. 
Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Denden, yang lebih jelas 
menyatakan bahwa setiap perbuatan pengguna dalam sosial media 
adalah perbuatan hukum.94 Selanjutnya, perlu diketahui bahwa jika 
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seorang pengguna ingin menggunakan layanan Broadcasting Live, 
pengguna tersebut terlebih dahulu mendaftar untuk mejadi 
pengguna aplikasi media sosial Bigo Live. Hal ini juga berlaku pada 
aplikasi berjenis lainnya yang membutuhkan persetujuan syarat dan 
ketentuan untuk menjadi seorang pengguna aplikasi. Apabila 
seorang ingin menjadi pengguna dari aplikasi, mereka perlu 
mendaftar untuk menjadi pengguna aplikasi tersebut sehingga dapat 
menggunakan aplikasi sesuai kepentingan pengguna masing-
masing. Untuk mendaftar menjadi pengguna aplikasi, seseorang 
harus mengisi data pribadi yang selanjutnya telah disediakan oleh 
penyelenggara aplikasi. Setelah informasi tentang data pribadi 
pengguna telah diisi, langkah selanjutnya adalah menyetujui syarat 
dan ketentuan dalam menjadi pengguna aplikasi yang terlebih 
dahulu dipersiapkan oleh penyelenggara aplikasi. Seringkali di 
langkah ini, seorang calon pengguna langsung menyetujui syarat 
dan ketentuan dari aplikasi tersebut tanpa terlebih dahulu membaca 
syarat dan ketentuan untuk menjadi pengguna dari layanan media 
sosial. Syarat dan ketentuan itu berbentuk kontrak baku dimana telah 
dibuat dan ditetapkan oleh pihak penyelenggara aplikasi. Terkhusus 
pada aplikasi Bigo Live, dalam syarat dan ketentuan yang 
dikeluarkan oleh penyelenggara aplikasi Bigo Live yaitu Bigo 
Technology, ditekankan bahwa syarat dan ketentuan dari Bigo 
Technology merupakan suatu perjanjian hukum dan mengikat antara 
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calon pengguna dan penyelenggara aplikasi dan mempunyai poin 
kunci, yaitu: 
1. Sebelum mengunduh dan/atau menggunakan aplikasi, 
terlebih dahulu membaca syarat dan ketentuan pengguaan 
karena mempengaruhi hak dan kewajiban hukum. Dan 
penyelenggara mengharuskan pengguna berumur 21 tahun 
atau lebih tua, jika pengguna dibawah umur itu izin diberikan 
dan diverifikasi oleh orang tua atau wali mereka. 
2. Bigo Technology akan membuat perubahan syarat tersebut 
dari waktu ke waktu, sebagai akibat dari kebijakan nasional, 
peningkatan produk dan kinerja lingkungan. 
3. Pengguna bertanggung jawab untuk setiap telepon dan 
semua biaya komunikasi lainnya dan biaya peralatan yang 
berkaitan dengan penggunaan transmisi Bigoservice. Semua 
transmisi pengguna melalui Situs ini akan menjadi risiko 
pengguna sendiri dan Bigo Technology tidak bertanggung 
jawab atas kegagalan saluran komunikasi, peralatan atau 
kegagalan sistem atau kejadian seperti lainnya. 
Syarat dan ketentuan ini menegaskan, pengguna harus bertanggung 
jawab penuh atas segala sesuatu perbuatan yang dilakukannya 
dengan menggunakan aplikasi Bigo Live. Bapak Denden 
menambahkan bahwa Bigo Live harus mempunyai peraturan 
internal, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna 
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Bigo Live. Peraturan yang dikeluarkan oleh aplikasi Bigo Live 
menjadi dasar untuk menghukum pengguna yang melakukan 
pelangaran.95 Peraturan internal yang dimaksud adalah syarat dan 
ketentuan dari Bigo Technology untuk pengguna Bigo Live. Pada 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, diatur bahwa:96 
 
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus 
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan 
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya 
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab 
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan 
memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna 
Sistem Elektronik. 
 
Bigo Technology sebagai penyelenggara sistem elektronik harus 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan dari sistem elektroniknya 
yaitu Bigo Live. Bigo Technology sudah menyelenggarakan sistem 
elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab 
melihat syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Bigo Technology. 
Dengan syarat dan ketentuan tersebut, Bigo Technology dapat 
mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dibuat oleh pengguna 
aplikasi Bigo Live dan merupakan maksud dari yang diatur pada 
Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian 
Bapak Denden menyatakan dengan adanya peraturan internal yang 
                                                          
95 Hasil wawancara dengan Denden, Loc.cit 




dibuat penyelenggara sistem elektronik, tidak membuat Bigo 
Technology mendapat hukuman pemblokiran oleh Kementerian 
Komunikasi Dan Informasi apabila pengguna dari aplikasi melakukan 
perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 sehingga Kementerian Komunikasi Dan Informasi hanya 
melakukan peneguran kepada penyelenggara sistem elektronik 
untuk menghukum secara internal pengguna yang melakukan 
perbuatan yang dilarang.97 Mengenai perbuatan yang dilarang, pada 
Pasal 27 Ayat (1) diatur bahwa:98 
 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat pasal yang 
mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Bapak Denden 
mengatakan bahwa, dengan adanya pasal tersebut jika pengguna 
aplikasi melakukan perbuatan yang melanggar asusila seperti 
melakukan pelanggaran hak cipta seseorang dapat dituntut melalui 
pasal tersebut dan juga pasal tersebut dapat menghimbau 
masyarakat untuk lebih berhati-hati melakukan suatu perbuatan 
didalam lanskap informasi transaksi elektronik.  
 
                                                          
97 Hasil wawancara dengan Denden, Loc.cit 
98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Loc.cit, 
Pasal 27 Ayat (1) 
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B. Penggunaan Layanan Broadcasting Live Ketika Pemutaraan Film di 
Bioskop Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta dada 
Film atau Sinematografi 
 
Dalam menentukan apakah penggunaan layanan Broadcasting 
Live ketika pemutaraan film di bioskop dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi terlebih dahulu 
melihat hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Hak cipta terdiri atas dua unsur penting 
yaitu, hak moral dan hak ekonomi 
1. Pelanggaran hak moral pada layanan Broadcasting Live ketika 
pemutaran film di bioskop sebagai pelanggaran hak cipta pada 
film atau sinematografi. 
 
Hak moral merupakan hak yang mutlak dan selalu melekat 
secara abadi pada diri pencipta atas ciptaanya. Hak yang dilekatkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang diatur 
yaitu meliputi hak:99 
1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya 
pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk 
umum; 
2. Menggunakan nama aliasnya dan samarannya; 
3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam 
masyarakat; 
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi ciptaan, 
mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat 
merugikan kehormatan diri atau reputasinya 
                                                          





Hak moral juga merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi 
atau reputasi pencipta. Penggunaan layanan Broadcasting Live 
ketika pemutaraan film di bioskop merupakan pelanggaran hak cipta 
dengan mengumumkan dan menggandakan film yang dimana film 
adalah ciptaan yang telah digolongkan sebagai ciptaan yang 
dilindungi. Terdapat pelanggaran hak moral dari pencipta yaitu 
penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di 
bioskop tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi 
ciptaan yang berupa pelanggaran terhadap hak moral dari ciptaan 
yang juga dapat dikatakan melanggar hak yang melindungi 
kepentingan pribadi pencipta. Penggunaan Broadcasting Live ketika 
pemutaran film di bioskop yang dikatakan telah memodifikasi ciptaan 
dikarenakan film sudah tidak lagi sama dengan apa yang 
penciptanya inginkan terhadap film tersebut. Misalnya, jika 
penggunaan layanan Broadcasting Live seperti yang terjadi dalam 
kasus, yang sebelumnya pencipta film membuat ciptaannya utuh 
ketika pengguna layanan Broadcasting Live melakukan perbuatan 
yang membuat film sudah tidak lagi utuh sejak diciptakan dan terlebih 
lagi film yang ditampilkan juga tidak mencantumkan nama dari 
pencipta fim tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan 
layanan Broadcasting Live tidak mempertahakan hak pencipta dalam 
modifikasi ciptaan. Dalam hasil wawawancara dengan Bapak Andi 
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selaku pegawai Bagian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, beliau melihat kasus pelanggaran hak cipta pada layanan 
Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop bukan sebagai 
pelanggaran hak moral pada film atau sinematografi dengan melihat 
bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bagi pelanggar hak 
moral sudah tidak dapat dituntut dengan ketentuan pidana yang ada 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.100 Namun penulis 
beranggapan bahwa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
seharusnya masih mengakomodir mengenai pelanggaran hak moral 
terhadap ciptaan seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 Tentang Hak Cipta, sebab hak cipta terdiri dari hak moral dan 
hak ekonomi yang dimana kedua unsur hak tersebut menjadikan hak 
cipta berbeda dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya.  
 
2. Pelanggaran hak ekonomi pada layanan Broadcasting Live 
ketika pemutaran film di bioskop sebagai pelanggaran hak cipta 
pada film atau sinematografi. 
 
Pada pembahasan sebelumnya, telah dibahas pelanggaran hak 
moral pada penggunaan layanan Broadcasting Live. Dalam 
membahas hak moral suatu ciptaan, tentunya tidak lepas juga hak 
ekonomi karena kedua hak ini adalah unsur terpenting dalam hak 
cipta. Jika hak moral adalah hak yang selalu melekat pada diri 
                                                          
100 Hasil wawancara dengan Andi Pegawai Bagian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, pada tanggal 10 Juli 2017 
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pencipta atas ciptaanya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan. Dalam pembahasan sebelumnya, 
penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di 
bioskop telah melanggar hak moral dari film, selanjutnya pengunaan  
layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop pada film 
atau sinematografi merupakan pelanggaran hak ekonomi. Pak Andi 
mengatakan bahwa, terdapat dua kategori yaitu pelanggaran dan 
pembajakan yang selanjutnya dalam Pasal 113 dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait pelanggaran hak cipta 
merupakan pasal alternatif bukan pasal komulatif.101 dalam Pasal 
113 diatur bahwa:102 
 
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 
(seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
                                                          
101 Ibid 
102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Loc.cit, Pasal 113 
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penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
 
Jadi ketika seseorang melakukan pelanggaran tapi skala yang 
digandakan sedikit dan jangkauan penyebarannya sempit maka pada 
Pasal 113 hanya dikatakan pelanggaran hak cipta, namun jika 
penggandaanya secara banyak dan jangkauan penyebarannya luas 
dapat dikatakan pembajakan. Melihat yang terjadi pada kasus 
penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di 
bioskop, perbuatan tersebut hanya dikatakan pelanggaran hak cipta. 
Walaupun media sosial cakupannya luas namun jika penggandaanya 
tidak dalam skala besar tetap dikatakan pelanggaran hak cipta. Hal 
senada juga dikatakan oleh Bapak Andi melihat media sosial 
merupakan suatu komunitas yang sangat luas dan apabila suatu 
pelanggaran hak cipta untuk dapat dikatakan sebagai pembajakan, 
dibutuhkan 20% dari pengguna media sosial yang menikmati ciptaan 
yang digandakan tanpa hak tersebut.103 Penggunaan layanan 
Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop merupakan 
pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi. Kemudian melihat 
yang terjadi dalam kasus penggunaan layanan Broadcasting Live 
                                                          
103 Hasil wawancara, Loc.cit 
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ketika pemutaran film di bioskop, pengguna yang menggunakan 
layanan Broadcasting Live, telah mengumumkan, menggandakan, 
dan menyebarkan film serta dengan tujuan komersial tanpa izin 
pencipta atau pemegang hak cipta Sebagaimana yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 
hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang berhak melakukan hak 
tersebut. Bapak Andi mengatakan bahwa, jika dalam suatu perbuatan 
yang diduga sebagai pelanggaran hak cipta, untuk mengkategorikan 
perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta terlebih dahulu 
melihat apakah ada pemafaatan ekonomi dan/atau dengan tujuan 
komersial dalam melakukan perbuatan itu.104 Dalam hal ini, 
pengguna layanan Broadcasting Live dalam menampilkan siarannya 
di aplikasi Bigo Live yang berupa pelanggaran hak cipta mempunyai 
tujuan komersil. Tujuan komersil yang dimaksudkan adalah 
pengguna akan meraup untung apabila pengguna mendapatkan gift 
dari penonton-penonton untuk siaran yang ditampilkannya, dan 
apabila gift tersebut dikumpulkan dapat ditukarkan dengan sejumlah 
uang yang ditawarkan dari Bigo Technology. Dalam praktik di 
lapangan, jelas bahwa pengguna layanan Broadcasting Live 
melakukan hak tersebut tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta 
karena jika ingin mendapatkan hak tersebut terlebih dahulu meminta 
izin kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Sehubungan dengan 
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adanya tujuan komersial pada layanan Broadcasting Live, hanya 
pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan 
penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas ciptaan. 
Peristiwa tersebut menimbulkan sengketa antara pengguna layanan 
Broadcasting Live dengan pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam 
Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, diatur bahwa: 
 
Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam 
bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa 
diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu 
penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan 
tuntutan pidana. 
 
Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa apabila terjadi sengketa 
sebelum melakukan gugatan terlebih dahulu menggunakan jalur 
mediasi. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun beum 
mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut dan 
mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak 
ekonominya. Untuk ganti rugi mengenai pelanggaran hak ekonomi 
pada Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa: 
 
(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak 
Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak 
ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.  
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan 
tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak 
Terkait. 
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 
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(enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. 
 
Dalam hal, gugatan atas pelanggaran hak ekonomi pada Pasal 99 
Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa:105 
 
(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait 
berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan 
Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. 
(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau 
sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan 
ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran 
karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau 
produk Hak Terkait 
(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait 
dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada 
Pengadilan Niaga untuk: 
a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan 
Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat 
Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan 
Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak 
Terkait; dan/atau 
b. menghentikan kegiatan Pengumuman, 
Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan 
Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak 
Cipta dan produk Hak Terkait. 
 
Jadi, pencipta mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan 
gugatan. Kemudian haruslah pencipta mempersiapkan bukti-bukti 
yuridis yang dapat mendukung dasar dalam mengajukan tuntutan. 
Hal ini demikian, dapat menjadi tujuan memperjuangkan hak-hak 
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pencipta menjadi lebih terlindungi secara maksimal melalui putusan 









1. Pengaturan hukum mengenai Broadcasting Live ketika pemutaran 
film belum terdapat yang mengatur secara spesifik. Namun, terdapat 
produk hukum terkait mengenai permasalahan Broadcasting Live 
ketika pemutaran film, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir 
aturan hukum mengenai Broadcasting Live, hanya terdapat 
penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan 
aktivitas dari Broadcasting Live pada Pasal 1 butir 1 dan 2. Kemudian 
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi 
Transaksi Elektronik lebih lanjut mengatur tentang siaran dari 
Broadcasting Live, penyiaran melalui Broadcasting Live, penggunaan 
layanan Broadcasting Live, dan penyelenggara layanan Broadcasting 
Live dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Infomasi Transaksi Elektronik dapat dikategorikan Informasi 




2. Penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film 
dibioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada 
film atau sinematografi, disebabkan penggunaan layanan 
Broadcasting Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang 
dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak 
cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan Broadcasting Live ketika 
pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 
hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan Broadcasting 
Live tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan 
(film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan 
Broadcasting Live mengumumkan, menggandakan, menyiarkan 
ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serta menggunakan 
layanan tersebut dengan tujuan komersial. 
 
B. Saran 
1. Untuk mengakomodir pengaturan hukum menegenai sosial media 
pada umumnya dan penggunaan layanan Broadcasting Live pada 
khususnya, penulis menyarankan untuk menggunakan Undang-
Undang Hak Cipta untuk mengatur siaran yang ditampilkan oleh 
layanan Broadcasting Live. 
2. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada sosial media 
yang lebih luas serta perlindugan bagi pencipta, penulis 
menyarankan pencegahan yang lebih spesifik yaitu melalui 
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pengawasan yang lebih komperhensif, serta pengaturan hukum hak 
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PERSYARATAN LAYANAN DAN KEBIJAKAN PRIVASI BIGO 
Ketentuan layanan dan kebijakan privasi (Terms) ini adalah perjanjian hukum dan 
mengikat antara Anda (selanjutnya disebut "pengguna") dan BIGO 
TECHNOLOGY PTE. LTD. (Selanjutnya disebut "BIGO TECHNOLOGY"). 
 
Poin Utama 
Untuk mendownload dan / atau menggunakan situs web Perangkat Lunak, Produk 
dan / atau Bigo Anda harus terlebih dahulu membaca dokumen ini dengan 
saksama, karena hal itu mempengaruhi hak dan kewajiban hukum Anda. Kami 
mewajibkan semua pengguna dibuat baik (i) oleh perorangan berusia 21 tahun 
atau lebih atau (ii) oleh anak di bawah umur yang diberi izin yang dapat diverifikasi 
oleh orang tua atau wali sah mereka. 
Jika Anda tidak menyetujui persyaratan dan kebijakan privasi ini, Anda mungkin 
tidak menggunakan atau membatalkan layanan Bigo. Setiap penggunaan perilaku 
yang dilakukan oleh pengguna akan tetap dianggap sebagai penerimaan Anda 
terhadap Persyaratan. 
Bigo dapat membuat perubahan terhadap Ketentuan ini dari waktu ke waktu, 
sebagai akibat dari kebijakan nasional, peningkatan produk dan kinerja 
lingkungan. Perubahan pada kebijakan penggunaan wajar dan / atau Persyaratan 
akan diposkan di situs web BIGO TECHNOLOGY. Perubahan akan efektif bila 
dipublikasikan. Harap tinjau Persyaratan secara teratur. Anda memahami dan 
menyetujui bahwa Anda menyatakan penerimaan Persyaratan atau penggunaan 
Anda dari situs web Perangkat Lunak, Produk dan / atau Bigo setelah tanggal 
publikasi merupakan persetujuan Anda terhadap Persyaratan yang diperbarui. 
Jika Anda tidak setuju dengan Persyaratan yang telah diubah, Anda dapat 
mengakhiri hubungan Anda dengan Bigo. 
Anda bertanggung jawab penuh atas semua dan semua biaya telepon dan biaya 
komunikasi dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Bigoservice 
Anda. Semua transmisi yang dikirimkan oleh Anda melalui Situs ini menjadi risiko 
Anda sendiri dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegagalan saluran 
komunikasi, peralatan Atau kegagalan sistem atau kejadian lainnya. 
Bigo menawarkan layanan Internet yang kaya bagi pengguna. Jika layanan 
tertentu berlaku untuk persyaratan, aturan, dan pedoman individual, pengguna 




Mengunduh perangkat lunak klien Bigo diperlukan sebelum menggunakan produk, 
layanan, atau situs web kami. Tunduk pada kepatuhan Anda terhadap semua 
Persyaratan yang tercantum di sini, Perusahaan memberi Anda hak yang tidak 
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eksklusif, tidak dapat dialihkan, dapat dibatalkan, terbatas untuk mengakses, 
menggunakan dan menampilkan Situs, dan teks, gambar, dan gambar yang 
terlihat di dalamnya dan untuk melihat dan Download teks, grafik dan gambar 
tersebut.Pengguna hanya dapat mengakses atau menggunakan perangkat lunak 
dan layanan ini untuk tujuan non-Komersial. 
Perangkat lunak klien Bigo menyediakan iOS, Android dan versi pemohon lainnya; 
Pengguna perlu memilih dan menginstal versi yang sesuai dengan perangkat 
lunak telepon seluler Anda. 
Pengguna dapat mengakses perangkat lunak secara langsung dari situs web 
BIGO TECHNOLOGY; Juga bisa mendapatkannya dari pihak ketiga yang diberi 
wewenang oleh BIGO TECHNOLOGY. Jika pengguna mendapatkan perangkat 
lunak dengan nama yang sama dari pihak ketiga yang tidak berwenang oleh BIGO 
TECHNOLOGY, kami tidak berkewajiban untuk menjamin perangkat lunak 
tersebut dapat digunakan secara normal dan oleh karena itu tidak bertanggung 
jawab atas kerugian yang timbul darinya. 
Setiap kali Anda mengakses layanan kami, Anda setuju untuk menerima 
pemberitahuan Email dan / atau sistem dari BIGO. TEKNOLOGI BIGO tidak akan 
bertanggung jawab atas penggunaan tidak menyenangkan Anda yang timbul 
darinya. 
Kami mungkin menyediakan iklan dan / atau tautan yang memungkinkan Anda 
mengakses layanan atau situs web pihak ketiga. Anda setuju bahwa kami diizinkan 
untuk mengintegrasikan iklan atau konten komersial ke layanan kami dan itu (jika 
dapat dilakukan dengan wajar) kami akan mengidentifikasi layanan dan 
komunikasi berbayar. Anda juga setuju bahwa, seperti yang dijelaskan lebih rinci 
dalam Kebijakan Privasi kami, kami menggunakan iklan bertarget untuk mencoba 
membuat iklan lebih relevan dan berharga bagi Anda. 
Kami dapat mengunggah daftar alamat telepon seluler Anda ke server kami, dan 
dorong pesan rekomendasi ke kontak Anda yang tercantum di buku alamat Anda. 
Kami dapat mengubah, memodifikasi, mengubah, atau memperbarui perjanjian ini 
dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna dan 
persyaratan dan ketentuan penggunaan yang diubah dan disajikan kembali 
berlaku efektif pada saat pengiriman. Pengguna harus menanggung risiko ini. 
Semua hak atas perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak secara 
tegas diberi wewenang oleh BIGO TECHNOLOGY. Lisensi tertulis diperlukan jika 
pengguna ingin mengeluarkan hak ini di sana. 
 
Syarat Penggunaan 
Anda mungkin perlu membuat Bigoaccount untuk mengakses dan menggunakan 
beberapa layanan kami. Saat membuat akun baru di Bigo, nomor ponsel akan 
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dibutuhkan. BIGO TECHNOLOGY memiliki hak untuk mengubah cara pendaftaran 
sesuai permintaan pengguna dan kebutuhan produk. 
Setiap akun yang Anda buka bersama kami bersifat pribadi bagi Anda dan Anda 
dilarang memberi hadiah, meminjamkan, mentransfer atau mengizinkan orang lain 
untuk mengakses atau menggunakan akun Anda. Nama akun, ID pengguna dan 
pengenal lainnya yang Anda adopsi dalam layanan kami tetap menjadi properti 
kami dan kami dapat menonaktifkan, mengklaim kembali dan menggunakan 
kembali ini setelah akun Anda dihentikan atau dinonaktifkan karena alasan apapun 
baik oleh Anda maupun kami. 
Anda harus memastikan keaslian, legitimasi dan keefektifan informasi registrasi 
yang diberikan. Anda harus selalu memastikan bahwa informasi pendaftaran Anda 
tidak melanggar atau melanggar hak orang atau bertentangan dengan hukum atau 
peraturan yang berlaku. Jika tidak, BIGO TECHNOLOGY memiliki hak untuk 
segera berhenti memberikan layanan untuk Anda, memulihkan akun, dan 
pengguna bertanggung jawab penuh atas semua tanggung jawab hukum yang 
timbul darinya. 
Anda bertanggung jawab untuk: (i) menjaga setiap kata kunci yang digunakan 
untuk mengakses akun dan layanan kami, dan (ii) semua penggunaan layanan 
kami di bawah akun Anda. Anda harus segera memberi tahu kami jika Anda 
mengetahui atau menduga bahwa kata sandi atau akun Anda telah disusupi. 
Kami dapat menangguhkan atau menghentikan akses Anda ke akun Anda atau 
layanan kami atau apapun jika Anda gagal menggunakan layanan kami untuk 
waktu yang lama. Bila dapat dilakukan dengan wajar, kami akan memberi tahu 
Anda tentang penangguhan atau penghentian apapun. 
Anda setuju menanggung semua risiko dan bertanggung jawab penuh atas 
kegiatan berikut saat menggunakan Situs atau Layanan: 
) Menyebarkan rumor, mengganggu tatanan sosial, merongrong stabilitas sosial; 
) Menyebarkan kecemasan, pornografi, perjudian, kekerasan, pembunuhan, 
terorisme atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan; 
) Menghina atau memfitnah orang lain, melanggar hak hukum dan kepentingan 
orang lain; 
Pengguna berkewajiban untuk menggunakan konten dan layanan dengan cara 
yang rajin, tepat dan halal dan, khususnya, setuju untuk menahan diri dari 
abovebehaviors tanpa persetujuan tertulis: gunakan konten dan layanan dan, 
khususnya, informasi apapun yang diperoleh melalui Bigo for Tujuan periklanan 
dan, khususnya, untuk pengiriman iklan, komunikasi untuk tujuan pemasaran 
langsung atau untuk tujuan komersial lainnya, pesan yang tidak diminta atau 
ditujukan kepada sejumlah orang, atau untuk menjual atau mengungkapkan 
informasi tersebut tanpa izin dari penerima Dan Bigo. 
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Pengguna setuju untuk menahan diri untuk tidak menyebar, mentransmisikan 
informasi ilegal, informasi palsu, kerusakan pada hak reputasi pihak ketiga, 
pelanggaran privasi Potret hak, hak kekayaan intelektual menerbitkan informasi 
sampah, informasi periklanan, dan informasi pelecehan. 
Konten yang dihasilkan pengguna yang dikirimkan di Bigo tidak mewakili 
pandangan dari pandangan atau kebijakan BIGO TECHNOLOGY. Pengguna 
bertanggung jawab atas keaslian, legitimasi, informasi yang tidak berbahaya 
secara efektif untuk pengguna konten yang mengunggah dan berbagi di Bigo. 
Anda tidak boleh menyalin, memodifikasi, plug-in, atau membuat karya turunan 
apapun dengan menggunakan data interaktif antara klien dan server selama 
menjalankan perangkat lunak kami, termasuk namun tidak terbatas untuk login 
atau mengakses layanan BIGO oleh perangkat lunak pihak ketiga, Perangkat 
lunak plug-in yang tidak diotorisasi oleh BIGO TECHNOLOGY. 
Anda tidak boleh menyalin, memodifikasi, membalik kompilasi, merekayasa balik 
atau mengambil kode sumber dari perangkat lunak kami, kecuali sejauh mungkin 
kami melarang Anda melakukan hal itu berdasarkan undang-undang atau 
peraturan yang berlaku atau Anda harus terlebih dahulu memberikan izin tertulis 
untuk melakukannya. Jika ada undang-undang atau peraturan yang berlaku, Anda 
harus membalikkan kompilasi atau mengekstrak kode sumber dari perangkat 
lunak kami, pertama-tama Anda akan menghubungi kami untuk meminta informasi 
yang Anda butuhkan. 
Pengguna tidak melakukan tindakan yang merusak keamanan jaringan komputer, 
termasuk namun tidak terbatas pada: a) menggunakan data yang tidak sah; B) 
mengakses server / akun yang tidak sah; C) mengakses jaringan komputer umum 
atau sistem komputer lainnya untuk menghapus, memodifikasi atau 
menambahkan informasi tersimpan tanpa izin; D) mencoba untuk menyelidiki, 
memindai, menguji bug dari perangkat lunak ini atau pelanggaran keamanan 
jaringan lainnya; E) mencoba mengganggu, menghancurkan operasi normal 
perangkat lunak atau situs web, menyebarkan program berbahaya atau virus dan 
gangguan destruktif lainnya dengan perilaku normal layanan informasi jaringan; F) 
penempaan paket data TCP / IP atau nama paket. 
Tanpa persetujuan tertulis BIGO TECHNOLOGY, instal perangkat lunak di 
perangkat terminal lain yang tidak diizinkan secara tersurat oleh BIGO 
TECHNOLOGY, termasuk namun tidak terbatas pada kotak set-top, peralatan 
genggam, telepon, mesin akses nirkabel, konsol permainan, perangkat TV dan 
pemutar DVD. 
Penggunaan tidak boleh menggunakan Perangkat Lunak ini dan layanan lainnya 
yang diberikan oleh BIGO TECHNOLOGY dengan cara yang tidak sah atau dalam 





BIGO TECHNOLOGY berhak mengawasi pengguna cara menggunakan 
perangkat lunak, Jika kita menemukan pengguna memiliki kemungkinan untuk 
melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, BIGO TECHNOLOGY berhak 
menghentikan pengiriman Konten Sebelumnya sesuai dengan penilaian rasional 
mereka, dan memiliki Hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pengguna 
yang melanggar persyaratan ini, termasuk namun tidak terbatas pada, Menyaring, 
memblokir, menghapus konten ilegal, berliku-liku dan tidak pantas dari perangkat 
lunak, menghentikan keanggotaan pelanggar, berhenti menggunakan semua atau 
sebagian dari Layanan, dan menyimpan informasi terkait sesuai peraturan 
perundang-undangan dan melaporkan ke departemen terkait. 
Sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, jika tidak, 
apakah kami atau salah satu dari perusahaan afiliasi kami bertanggung jawab 
sehubungan dengan persyaratan ini, perjanjian lisensi pengguna akhir secara 
umum atau layanan atau perangkat lunak kami atas kerusakan yang diakibatkan 
oleh: (i) Bencana alam seperti banjir, gempa bumi atau epidemi; (Ii) peristiwa sosial 
seperti perang, kerusuhan atau tindakan pemerintah; (Iii) virus komputer, trojan 
horse atau kerusakan lainnya yang disebabkan oleh malware atau hacker; (Iv) 
kerusakan atau kegagalan perangkat lunak, sistem, perangkat keras atau 
konektivitas kami; (V) penggunaan layanan atau perangkat lunak kami yang tidak 
benar atau tidak sah; (Vi) penggunaan layanan atau perangkat lunak kami yang 
melanggar persyaratan ini atau perjanjian lisensi pengguna akhir secara umum; 
Atau (vii) alasan di luar kendali atau prediktabilitas yang wajar. Kami juga tidak, 
sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, bertanggung 
jawab dalam keadaan apapun atas kerusakan yang tidak langsung, khusus, 
konsekuensial, patut dicontoh atau dihukum atau kehilangan bisnis, pendapatan, 
keuntungan, niat baik, konten atau data apa pun. 
{Seperti layanan internet dan online lainnya, mungkin ada masalah keamanan dan 
risiko lainnya yang terkait dengan penggunaan layanan BIGO, termasuk namun 
tidak terbatas pada: 
1) Pengguna mengungkapkan informasi pribadi yang diakibatkan oleh penjahat; 




Bigo tidak bertanggung jawab atas kehilangan, cedera atau kerusakan, baik 
khusus, langsung, tidak langsung, insidental, atau konsekuensial, termasuk 
namun tidak terbatas pada, kehilangan pendapatan, peluang, keuntungan atau 
data, baik yang timbul dari atau terkait dengan tindakan apapun dalam Kontrak, 
kelalaian, gugatan atau lainnya, yang dapat diakibatkan oleh penggunaan layanan 
online atau materi dan informasi yang tercantum di sini atau sehubungan dengan 
kegagalan kinerja, kesalahan, kelalaian, gangguan, keterlambatan dalam operasi 
atau transmisi, virus komputer, kode berbahaya , Kegagalan sistem jalur, 
kehilangan data, kehilangan penggunaan, atau kerusakan lainnya yang terkait 
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dengan layanan online, walaupun BIGO mengetahui kemungkinan kerusakan 
tersebut.. 
 
Hak Kekayaan intelektual 
5.1 BIGO TECHNOLOGY menyimpan hak kekayaan intelektual dari perangkat 
lunak ini. Situs Perangkat Lunak, Produk dan Situs WebBio berisi informasi 
kepemilikan dan rahasia yang dilindungi oleh hukum dan perjanjian kekayaan 
intelektual. 
Semua hak kekayaan intelektual di atau layanan dan perangkat lunak kami 
(termasuk pembaruan, peningkatan versi dan versi baru di masa depan) akan 
terus menjadi milik kami dan pemberi lisensi kami. Kecuali yang disebutkan secara 
tegas dalam persyaratan ini, Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan hak 
kekayaan intelektual kami. Secara khusus, Anda tidak berhak menggunakan 
merek dagang atau nama produk, logo, nama domain, atau fitur merek khusus 
lainnya tanpa persetujuan tertulis dari kami sebelumnya. Setiap komentar atau 
saran yang mungkin Anda berikan mengenai layanan kami sepenuhnya bersifat 
sukarela dan kami akan bebas untuk menggunakan komentar dan saran ini atas 
pertimbangan kami tanpa pembayaran atau kewajiban lain kepada Anda. 
Layanan kami mungkin menggunakan perangkat lunak atau teknologi yang 
disediakan oleh pihak ketiga, di mana kami menggunakan perangkat lunak atau 
teknologi tersebut, mungkin ada ketentuan dalam lisensi perangkat lunak yang 
secara tegas menggantikan Persyaratan ini, dalam hal mana ketentuan tersebut 
berlaku sampai pada tingkat konflik apa pun dengan Ketentuan ini; Dan kami akan 
mengkredit perangkat lunak yang relevan dalam layanan kami, dalam Lampiran 
Persyaratan ini dan / atau dengan cara lain. 
Harap dicatat bahwa kami tidak bertanggung jawab dan kami tidak mendukung, 
mendukung, atau menjamin kualitas, keandalan, atau kesesuaian Perangkat 
Lunak Pihak Ketiga tersebut. Ketergantungan pada atau penggunaan Perangkat 
Lunak Pihak Ketiga tersebut merupakan risiko Anda sendiri. Kami tidak 
memberikan dukungan teknis untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga manapun. 
Silakan hubungi pihak ketiga yang memasok bantuan teknis tersebut. 
Semua hak kekayaan intelektual di atau layanan dan perangkat lunak kami 
(termasuk pembaruan, peningkatan versi dan versi baru di masa depan) akan 
terus menjadi milik kami dan pemberi lisensi kami. Kecuali sebagaimana 
ditentukan secara tegas dalam Persyaratan ini, Anda tidak memiliki hak untuk 
menggunakan hak kekayaan intelektual kami. 
Selain yang diizinkan berdasarkan Kebijakan Privasi ini atau jika Anda setuju 
dengan Anda, kami tidak akan mentransfer Informasi Pribadi Anda ke pihak ketiga 
lainnya untuk pemrosesan mereka untuk tujuan apa pun. Kami dan perusahaan 
afiliasi kami dapat membagikan Informasi Pribadi Anda kepada kelompok 
perusahaan kami dan dengan mitra usaha patungan dan penyedia layanan pihak 
ketiga, kontraktor dan agen (seperti penyedia layanan komunikasi yang mengirim 
email atau meminta pemberitahuan atas nama kami, dan pemetaan penyedia 
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layanan yang Membantu kami dan Anda dengan data lokasi), dalam setiap kasus, 
untuk tujuan: (i) memberikan layanan kami kepada Anda; (Ii) melaksanakan 
kewajiban kita dan menegakkan hak-hak kita berdasarkan Persyaratan Layanan 
BIGO atau Kebijakan Privasi ini; Dan / atau (iii) membantu memahami dan 
memperbaiki layanan kami. 
Pihak ketiga ini mungkin berada, dan menggunakan dan menyimpan Informasi 
Pribadi Anda, di luar yurisdiksi Anda untuk tujuan ini. Jika kami atau perusahaan 
afiliasi kami membagikan Informasi Pribadi Anda kepada pihak ketiga, kami akan 
menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa pihak ketiga tersebut 
hanya menggunakan Informasi Pribadi Anda: (i) sesuai dengan Kebijakan Privasi 
ini; Dan (ii) tunduk pada instruksi lain yang kami berikan kepada mereka, termasuk 
kerahasiaan dan keamanan yang sesuai yang kami terapkan. 
Jika Anda memiliki keluhan saat menemukan konten yang disediakan oleh BIGO 
atau berbagi pengguna, upload melanggar hak Anda atau pihak ketiga, hubungi 
kami melalui saluran keluhan. 
Jika Anda mengetahui bahwa hak transmisi hak cipta / hak jaringan informasi Anda 
telah dilanggar dalam layanan kami, mohon kirimkan pemberitahuan pelanggaran 
hak cipta kepada BIGO. Kami akan menanggapi pemberitahuan pelanggaran 
Anda, asalkan pemberitahuan Anda sesuai dengan undang-undang yang berlaku 
dan cukup bagi kami untuk dapat menemukan materi yang dikeluhkan. Ini juga 
merupakan kebijakan kami untuk menghentikan akun pelanggar berulang dalam 
situasi yang sesuai. 
 
Kebijakan pribadi 
Kami menghargai privasi Anda. Bigo menggunakan berbagai teknologi keamanan 
dan prosedur untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, akses yang tidak sah 
atau pengungkapan Informasi. Dalam pelayanan kami, kami akan menggunakan 
teknologi enkripsi untuk melindungi Informasi sensitif tertentu yang diberikan oleh 
Anda kepada kami. Perlu diketahui bahwa terlepas dari usaha kami, tidak ada 
tindakan pengamanan data yang dapat menjamin keamanan 100% setiap saat. 
Sistem dan jaringan komunikasi tempat Anda mengakses layanan kami mungkin 
mengalami pelanggaran dan kegagalan keamanan yang disebabkan oleh 
keadaan di luar kendali yang wajar. 
Saat Anda mendaftar untuk mendapatkan akun atau akses ke layanan kami, kami 
meminta informasi pribadi penting untuk pendaftaran dan identifikasi, seperti 
nomor telepon genggam atau alamat e-mail Anda. Pengguna harus memberikan 
identitas sejati sesuai hukum nasional, peraturan atau kebijakan. Jika pengguna 
memberikan informasi yang tidak lengkap, Anda mungkin tidak menggunakan 
Layanan atau dibatasi penggunaannya. 
Harap dicatat bahwa, tidak pernah mengungkapkan informasi penting seperti jenis 
akun milik sendiri, kartu bank, kartu kredit, rekening pembayaran pihak ketiga dan 
kata kunci dan layanan lainnya yang sesuai, jika tidak BIGO tidak akan 
menanggapi kerugian yang timbul darinya. 
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Harap pertimbangkan dengan seksama apa yang Anda poskan dan 
komunikasikan melalui layanan kami. Dalam beberapa kasus, Anda dapat 
mengontrol akses publik yang lebih luas kepada Informasi Bersama Anda melalui 
pengaturan privasi di beberapa layanan kami. Jika Anda mempublikasikan, 
unggah informasi pribadi privasi Anda di BIGO dan situs web, atau kirimkan 
informasi pribadi privasi Anda kepada pengguna lain karena Anda sendiri yang 
membocorkan informasi pribadi privasi Anda. Dan pengguna akan bertanggung 
jawab penuh atas semua tanggung jawab hukum yang timbul darinya. 
Mengecualikan jaminan, pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi. 
Tidak ada jaminan: 
BIGO TECHNOLOGY menyediakan informasi pengguna sesuai dengan hukum, 
permintaan pemerintah dan pengadilan yang relevan. 
Pengguna mengungkapkan kata sandi masuk kepada orang lain atau berbagi 
akun pendaftaran Anda dengan orang lain, mengakibatkan kebocoran informasi 
pengguna. 
Setiap kebocoran informasi pengguna disebabkan oleh serangan hacker, dan / 
atau virus komputer. 
Kebocoran informasi pengguna yang disebabkan oleh Force Majeure. 
 
Persyaratan Tambahan 
Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim (baik dalam kontrak, pelanggaran atau 
lainnya) yang timbul dari, berkaitan dengan, atau sehubungan dengan 
Persyaratan ini, termasuk keberadaan, keabsahan, interpretasi, kinerja, 
pelanggaran atau penghentian, akan dirujuk dan akhirnya diputuskan Oleh 
arbitrase yang diatur oleh hukum Republik Singapura. 
Dalam kasus perselisihan hukum antara pengguna dan TEKNOLOGI BIGO, 
tempat duduk arbitrase akan menjadi Singapore International Arbitration Centre. 
Persyaratan ini ditampilkan di antarmuka situs web dan pemasangan BIGO 
TECHNOLOGY yang berlaku untuk Anda dan BIGO TECHNOLOGY.When Anda 




1. libphonenumber Kode lisensi Apache License 2.0 
Hak Cipta (C) 2009 Penulis Libphonenumber Berlisensi di bawah Lisensi 
Apache, Versi 2.0 ("Lisensi"); Anda mungkin tidak menggunakan file ini kecuali 
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sesuai dengan Lisensi. Anda dapat memperoleh salinan Lisensi di 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
Kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau setuju untuk secara tertulis, 
perangkat lunak yang didistribusikan di bawah Lisensi didistribusikan pada 
DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU KETENTUAN 
DALAM BENTUK APAPUN, baik tersurat maupun tersirat. Lihat Lisensi untuk 
bahasa tertentu yang mengatur hak akses dan batasan berdasarkan Lisensi. 
2. zxing 
ZXing ("Zebra Crossing") Kode lisensi Apache License 2.0 
Hak Cipta (C) Penulis ZXing 2008 Berlisensi di bawah Lisensi Apache, Versi 2.0 
("Lisensi"); Anda mungkin tidak menggunakan file ini kecuali sesuai dengan 
Lisensi. Anda dapat memperoleh salinan Lisensi di 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
Kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau setuju untuk secara tertulis, 
perangkat lunak yang didistribusikan di bawah Lisensi didistribusikan pada 
DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU KETENTUAN 
DALAM BENTUK APAPUN, baik tersurat maupun tersirat. Lihat Lisensi untuk 
bahasa tertentu yang mengatur hak akses dan batasan berdasarkan Lisensi. 
3. volley (Volley) Kode lisensi Apache License 2.0 
Hak Cipta (C) 2011 Proyek Android Open Source Berlisensi di bawah Lisensi 
Apache, Versi 2.0 ("Lisensi"); Anda mungkin tidak menggunakan file ini kecuali 
sesuai dengan Lisensi. Anda dapat memperoleh salinan Lisensi di 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
Kecuali diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku atau setuju untuk secara 
tertulis, perangkat lunak yang didistribusikan di bawah Lisensi didistribusikan di 
DAS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU KETENTUAN 
DALAM BENTUK APA PUN, baik tersurat maupun tersirat. Lihat Lisensi untuk 
bahasa tertentu yang mengatur hak dan batasan Di bawah Lisensi 
4. android-async-http (Android Asynchronous Http Client) Lisensi kode Apache 
License 2.0 
Android Asynchronous Http Client Hak Cipta (c) 2011 James Smith 
james@loopj.com, http://loopj.com 
Berlisensi di bawah Lisensi Apache, Versi 2.0 ("Lisensi"); Anda mungkin tidak 
menggunakan file ini kecuali sesuai dengan Lisensi. Anda dapat memperoleh 
salinan Lisensi di http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
Kecuali diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku atau setuju untuk secara 
tertulis, perangkat lunak yang didistribusikan di bawah Lisensi didistribusikan di 
DAS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU KETENTUAN 
DALAM BENTUK APA PUN, baik tersurat maupun tersirat. Lihat Lisensi untuk 
bahasa tertentu yang mengatur hak dan batasan Di bawah Lisens 
